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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARRU
NOMOR : p<Z /SK/IDPMPTSP/XI/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TK NEGERI 34 JALANGE, KELURAHAN MALLAWA KECAMATAN MALLUSETASI
KABUPATEN BARRU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARRU

Menimbang - a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan Tim Tekhnis Nomor

217/BAPL/IDPMPTSP/X1/2023, tanggal 20 November 2023 pada TK Negeri
34 Jalange, Kel. Mallawa Kec. Mallusetasi Kab. Barru, maka layak diberikan
Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

b. Bahwa izin tersebut dapat diberikan dalam batas — batas ketentuan
hukum dan perundang - undangan yang berlaku:

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu
ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru.

Mengingat 1. Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 109 tambahan
Lembaran Negara Nomor 4235):

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 78
tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor D112,
Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun
2015 Tentang perbuhan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang
Pendidikan Luar Sekolah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137
Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini:

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014
Tentang Pendirian Satuan PAUD;
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

9. Peraturan Bupati Barru Nomor : 61 Tahun 2016 tentang Susunan

. Surat permohonan Izin Operasional TK Negeri 34 Jalange dengan nomor

. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

: Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Organisasi Kedudukan Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kera Dina
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Barru,

10. Keputusan Bupati Barru Nomor : 294/DPMPTSP/VI/2019 Tanggal 14
2019 tentang pelimpangan kewenangan penandatangan perizinan dan
perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terp
Satu Pintu Kabupaten Barru:

pendaftaran 1183 tanggal pedaftaran 13 November 2023.

MEMUTUSKAN

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARRU TENTANG IZIN
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TK NEGERI 34 JALANGE
KELURAHAN MALLAWA KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN
BARRU

Lembaga Penyelenggara : TK Negeri 34 Jalange

Nama Sekolah : TK Negeri 34 Jalange _
Alamat - Jalange Kel. Mallawa Kec. Mallusetasi
Kab. Barru

Jenis Program PAUD - Taman Kanak-Kanak (TK)

© 1zin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Kesatu berlaku mulai tanggal

22 November 2023 sampai dengan tanggal ZZ November 2026.

: Pemegang lzin Wajib :

1. Menyelenggarakan Program PAUD tersebut berdasarkan Petunjuk Tehnis
dan dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat,

2. Menyelenggarakan Program PAUD secara Kontinu;

3. Mentaati peraturan perundang — undangan yang berlaku atau yang akan
ditentukan kemudian;

4. Mengirimkan Laporan bulanan paling lambat tanggal 5 pada setiap bulan
berjalan;

5. Mengajukan permohonan baru selambat — lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari
sebelum izin berakhir.

. Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

. Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkah,4i : Barru
Padatangddl : 77z November 2023

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Barru:
2. Kadis Pendidikan Kab Barru:

3. Kabag Hukum Setda Barru di Barru:

4. Pertinggal.



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARRU
NOMOR : |15 /DISDIKBUD/1/2023

3
»  TENTANG

PEHEGERIAH TAMAN KANAK-
TAHUN 2023

DhGANRAHMATTUHANYMGmBé% ]

mone l X

KANAK SWASTA

ahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pen
ebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pend
Pendxhkan Anak Usia Dml dan Peraturan Menteri

Menimbang : a.

B F3 dan Kebudayaan Nomor| 137 Tahun 2014 ten

\ b p x Pend:d:kan Anak Usia Dr.m maka untuk kegmrh? erifike
%) tanda.nsasx kelayakan penegerian satuan pend:ldlkan :

R

usia dini dari taman kanak-kanak swasta menjadl tamary
kanak-kanak negeri telah dilaksanakan' oleh tim verifikasi

{ penegerian daerah dalam wilayah Kabupaté'n B
b. j&hwa hasil verifikasi melalui uji kelayakan standariﬁasi
tuk penegerian satuan pend1d1kan anak usia dini telah
emenuhi syarat unt'uk penegena.n. sehingga perlu Y
elakukan perubahan da.n tama.n kanak-kanak swasta?

} menjadi taman kanak-kanak negeri dalam wilayah Kabupaters

c. j:l-‘:vua berdasarkan pertimbangan sebagaimana dlmaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tenta:ig Penegerian ‘Taman Kanak-Kanak Swasta
Tahun 2023;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);



4.

| \

5,

6.

jambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1999 tentang

Tahun
orupsi,

Undang-Undang Nomor 28
Penyelcnggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari K
lusi dan Nepotisme (Lémbaran Negara Republik Indonesia

0
}\ahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

a Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
ak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Indonesi

ndang-

emberantasan Tind
publik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan

j:mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

dang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
paran Negara Republik Indonesia
aran Neg;ara Republik

ndang-Un

endidikan Nasional (Lej'n
ahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lemb.

|

Indonesia Nomor 4301);
ndang-Undang Nomor 12 Tahun

embentukan Peraturan Perundang-Undang
egara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo
sebagaimana telah diubah beberapa kali, te

| %
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan

K“edua atas Undang-Ur.dang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 \Nomor 143,

801);
lj:ndamg-Uncla.ng Nomor 23 Tahun 2014
| merintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubal{
beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang
h}omor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Re_publik Indonesia Nomor 6757);
::;::::n 21:; wl:::orpem Tahun 2017 terlltang
nyelenggaraan Pemerintah
S‘mh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017,
NZ::: :;; Jamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia

tentang



2 Tahun 2018 tentang

7. Peraturan Pemerintah Nomor
Negara Republik

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Indonesia Tah‘ﬂn 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6178);
F"a'aturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Penplolam Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Pcraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang
Pengemba_ngan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146};
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebl.uhyaa‘n Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pen idi Anzk Usia
ini (Berita Negara Republik Indonesia Tah 2014 Nomor

LS
1279); ‘ .
s 13758

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan $ ! .

Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak a p;ﬂ v

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 1668); -

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan | ..oror 146 :
Tahun 2014 tentang Standar Kurikulum 2013 'Pe‘nc dikan

Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

10.

11l

2014 Nomor 1679); .
13. Pemturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18

Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak
Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 654);

14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sistem.
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupa
Barru Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barru Nomor 8 );

15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Waerah Kabupaten Barru
Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barru Nomor 6 );

16. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Barru Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Barru Tahun 2022 Nomor 9);



17.

ﬂorﬂxpﬂrhtlknn :

raturan Bupati Barru Nomor 56 Tahun 2022 tentang
an Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ban'u
un Anggnan 2023 (Berita daerah kabupaten Barru Tahun

022 Nomor 59)
erita Acara Penegerian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

omor ! 420/92/DISDlKBUD/I/2023 tentang Rapat Pleno
Jasil Verifikasi dan Validasi oleh Tim Verifikasi Penegerian

baerah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Tanggal 16

Januari 2023.

MEMUTUBKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ‘I]EN'I‘ANG pmemmﬂ TAMAN
i

A
‘\

KESATU

KANAK-KANAK SWASTA TAHUN 2025.

: Menetapkan penegerian taman kanak- kan swasta Tahun

2023 yaitu taman kanak-kanak yang telah mem b
perubahan dari taman- kanak swasta men_]adl !

kanak negeri dalam Wﬂay*a.h Kabupatcn Barru, sebagei

tercantum dalam lamplran yang merupakan b gia
terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. \ »
: Penetapan penegerian dari taman kanak-kanak swasta menjadi

taman kanak-kanak negén scbagm.mana dimaksud pada

N

5.

6.

Diktum KESATU, telah menenuhi syarat ve:ﬁ:ﬂsm untuk
penegerian secara lengkap, baik dan benar fieng

. ketentuan

i berikut : |
emiliki Akta dan atau Surat Keputusan Pendirian PAUD;
emiliki Ijin Operasional Satuan PAUD;
emiliki Nomor Pokok Satuan Nasi(:mal (NPSN);
emiliki Surat Bukti (Akta/Sertifikat) kepemilikian tan
ari pejabat yang berwenang; 7‘
emiliki Surat Pernyataan Bermaterai tentang kesediaan
ngelola  satuan PAUD  untuk menyerahkan
penyelenggaraan dan seluruh’® aqset satuan PAUD kepada
emerintah Daerah; .
ilem.lhkl sarana dan prasarana j‘ra.ng berpotensi untuk

ikembangkan;

i

emiliki Visi dan ifisi serta tujuan sesuai dengan

karakteristik masing-masing satuan PAUD;

&



8. Memiliki Struktur Organisasi; dan

9, Memiliki 8 (delapan} Standar Nasional Pendidikan [SNP)
KETIGA  :Se biaya yang ' ditimbulken dengan ditetapkannya

keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja
| Da Kabupaten Barru melalui Dokumen Pelaksanaan
| Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2023.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlalku sejak tanggal ditetapkar.

Ditetapkan di Barru
anggal 1 JanuARL 2023

J il el

v 1.

2. Ketua DPRD Ka upaten Barru,
| 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Barru, di Barru;

4. Kepala BKPSDM Kabupaten Barru di Barru;

S5

Kepala BKAD upaten Barru, di Barru;
6. Masing-masing pala Sekolah PAUD Ka{)upaten Barru, di Barru;

7i' Perung’gal
|
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-
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LAMPIRAN
EEPUTUSAN BUPATI BARRU
NOMOR [i5 [DrsnIxBUDIII?m:’

"\ L

TENTANG
PENEGERIAN  TAMAN KANAK-EANAK
SWASTA TAHUN 2023

DAFTAR SUSUNAN PENEGERIAN TAMAN EANAK-EANAK SWASTA
TAHUN 2023
o ~AMA TAMAN KANAK KANAK | NAMA TAMAN RANAR-EANAK 1
;. SWASTA UNTUK PENEGERIAN SETELAH N
"1 ] TX Perbine Kecamatan Barru__| 1K Negeri 1 Padon
% Portivi DW Unit Setda Barru | TK Negeri 2 Setda Barmd, |
3 | TK Idhata Barru TK Negeri 3 Sumpang Bi : \
177X Nurhideysh TK Negeri 4 Barru
'E—Lf TK PGRI Angin Mammini TK Negeri 5 Garongkong ¥
5Tk OW A Patieddu Batubessi | TK Negeri 6 Batubessi
LJI TR PGRI Mandini Gempunge TK Negeri 7 Gempunge |
"8 |TK Multazum TK Negeri 8 Garessi |
Li- TK PORI Ance ‘TK Negeri 9 Ance. \ .
10 |TK PGRI Padaclo Tk Negeri 10 Padaelo ™ i
' 11 | TK PGRI Lipukasi TK Negeri 11 Lipukasi !
12 | TK Nurul Qalbi TK Negeri 12 Bottoe
13 | TK DW Garessi TK Negeri 13 Pao /
14 | TK DW Harapan Baru Lalabata | TK Negeri 14 Lalabata |
18 | TK DW Parenring TK Negeri 15 Parenring
16 | TK DW Ralla TK Negeri 16 Ralla | 19
17 | TK DW Watu TK Negeri 17 Watu
| 18 | TK DW Bunne TK Negeri 18 Bunne
19 | TK DW Lisu TK b?g;:r‘ 19 Pasar Baru
20 | TK DW Jalanru TK Negeri 20 Jalanru
21 | TK PGRI Botto Lampe TK Negeri 21 Botto Lampe
22 | TK PGRI Sikapa TK Negeri 22 Sikapa
23 | TK PGRI Pesse TK Negeri 23 Pesse !




| \ 24 \TK PGRI Ll}isu

TK Negeri 24 Lisu

25 | TK PGRI Rumpiae TK Negeri 25 Rumpiae
26 | TK PGRI Pacciro ' TK Negeri 26 Paccirlo
27 | TK PGRI Maruala | TK Negeri 27 Maruala
28 [ TK Miftahul Ilmi TK Negeri 28 Menrong
29 | TK Da‘'wah Ulo TK Negeri 29 Ulo
30 | TK DW Sidido TK Negeri 30 Siddo
31 | TK DW Awerange :'I‘K Negeri 31 Awerange
32 | TK PGRI Dahliah . |/TK Negeri 32 Mallawa
33 | TK PORI Nepo | TR Negeri 33 Nepo
34 [TK PGRI Nurul Hafalah Jalange i"rx Negeri 3? Jalange . f
35 | TK PGRI Barantang ' |ITK Negeri 35 Barantang
736 [TK PGRI Ujung Indah I TK Negeri 36 Ujung Indah
|37 | TK PGRI Kupa T Negeri 37 Kupa |
38 | TK DW Palanro TK Negeri 38 Palanto | |
39/| TK DW Bajo TK Negeri 39 Bojo R .
40 | TK Salinah Bojo Baru TK Negeri 40 BojoBarw  § |
NEL :I‘K Nur Mutmainnah Cilellang ’lTK Negeri 4|1 Cilellang Ut?’?
42 TK DW Dai-Doi %TK Negeri 42 Doi-Doi '
43 | TK PGRI Bampae TK Negeri 43 Bampae .|
44 :‘HK PGRI Baera ]TK Negeri 44 Baera
{45 [ TK DW Takkalasi TK Negeri 45 Takkalasi,
46 | TK PGRI Rermata Ballewe TK Negeri 46 Ballewe

N



